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Abstrak

Keharmonisan dalam rumah tangga antara suami-istri adalah
harapan yang diinginkan, karena perkawinan merupakan ikatan
lahir batin untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi.
Kehidupan rumahtangga ada kalanya terjadi keadaantertentu
yang melenceng jauh dari tujuan pernikahan, meskipun dalam
ajaran Islam perceraian adalah suatu yang halal tetapi sangat tidak
disukai Allah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini bagaimana faktor ketidakharmonisan suami-istri
yang menyebabkan perceraian dan bagaimana pertimbangan
hukum yang digunakan Majlis Hakim dalam memutuskan
perkara berdasarkan alasan tidak adanya keharmonisan suami-
istri di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa faktor penyebab ketidakharmonisan suami-
istri hampir dalam setiap putusan perceraian di wilayah hukum
Mahkamah Syar’iyah Bireuen, bahwa semua faktor perceraian baik
itu karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maupun
faktor-faktor lain merupakan bagian dari ketidakharmonisan
dalam rumahtangga yang menyebabkan rumahtangga itu pecah
sehingga pasangan suami-istri tidak dapat untuk disatukan lagi
dalam ikatan rumahtangga yang bahagia.

Kata Kunci: Analisis Faktor, Ketidakharmonisan, Penyebab
Perceraian.
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ABSTRACT

The harmony between husband and wife is ahuge hoped expectation
since marriage is a spiritual bond to rise a family which should
be eternal and immutable. A marriage supposed to be understood
well to implement its rights and obligations so that fairness and
balance will be reached. But, in the household life, sometimes
there are times when certain circumstances occur which strayed
far from the purpose of marriage, so the expectations in marriage
are not achieved as expected well. Although in Islam, divorce is
kosher but not pleased by our one and only, holy Allah. This is a
qualitative research study. The aims of the study is toanalysethe
leading factors of divorce due to conjugal disharmony and to
investigate more about the legal reasoning which are used by the
Panel of Judges to decide the case in the Court Syar’iyahBireuen.
In this study, the writer will also explain and interpret the factors
of conjugal disharmony using the approach of descriptions. Based
on the study, the results can be concluded if continuous quarrels
and disputes are two of the biggest cases in almost every divorce
judgment in the Court of Syar’iyahBireuen. Conjugal disharmony
1s also another reason that leads to a divorce, so that there will be
no other way for the wife and the husband to be re-conciliated in
a fortunate, exciting household life.

Keywords: Factor analysis, Disharmony, Causes of Divorce.
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A. PENDAHULUAN

Keharmonisan antara suami dan istriadalah harapan yang diinginkan
dalam sebuah rumah tangga. Cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang
dianugerahkan Allah kepada suami-istri merupakan tugas berat yang harus
dipelihara oleh keduanya. Karena perkawinanmerupakan ikatan lahir batin
antara keduanya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan
abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut akan dapat
terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara
benar dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami
dan istri secara adil dan seimbang.?®?

Tentang ikatan pernikahan sesuai dengan maksud firman Allah SWT
dalam surat An-Nisa’ ayat 21, yaitu “mitsaqan ghalidhan” merupakan
perjanjian yang kuat atau kokoh sebagai tali ikatan yang begitu kuat,
seharusnya dia tidak putus atau diputuskan.?*

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan
antara suami-istri, akan tetapi lebih dari itu merupakan suatu perbuatan
yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.?%

Dalam menjalankan kehidupan kemungkinan terjadi kesalahpahaman
antara suami-istri. Salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan
kewajiban-kewajibannya, tidak saling percaya mempercayai dan sebagainya.
Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau tidak dapat
diselesaikan dengan damai. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian
dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri.Apabila dalam
kondisi tersebut perkawinan tetap dipertahankan, maka tidak menutup

262 Departemen Agama R, Bahan Penyuluhan Hukum: UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 168.

263 Abduh Al-Barraq, Panduan Lengkap Pernikahan Islam, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011),
him. 20.

264 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 7.
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kemungkinan akan menimbulkan perceraian dan permusuhan diantara
anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian, apabila perkawianan seperti itu dilanjutkan, maka
pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan
oleh agama tidak tercapai, walaupun usaha-usaha untuk mencapai tujuan
perkawinan tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karena
itu, realitasnya banyak sekali faktor-faktor tertentu yang timbul sebagai
masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dan berakhir pada
perceraian. Faktor tersebut antara lain ketidakharmonisan pasangan suami-
istri.Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh
pasangan suami -istri yang akan bercerai.

Sebagaimana pemberitaan media massa akhir-akhir ini bahwa kasus
perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat, baik di Indonesia secara
umum maupun di Aceh. Umumnya gugatan itu atas inisiatif istri dengan
alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumahtangganya. Disebabkan, sang
suami berselingkuh, melakukan poligami liar, mengabaikan kewajibannya,
tidak adanya tanggung jawab, dan lain-lain.?%

Berdasarkan survei yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Kelas II
Bireuen, bahwa tingginya penyebab perceraian adalah ketidakharmonisan
sumai-istri dalam berumahtangga. Mahkamah Syar’iyah Kelas II Bireuen
merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman
yang menangani termasuk perkara perceraian.Setiap tahunnya di Mahkamah
Syar’iyah Kelas II Bireuen,perkara yang diterima dan diputus semakin
meningkat. Faktor ketidakharmonisan sumai-istri dalam berumahtangga
merupakan penyebab yang mendominasi. Periodetahun 2015 tercatat ada
440 perkara perceraian yang masuk, 328 perkara cerai gugat dan 112 perkara
cerai talak, kemudian yang putus serta dapat dikabulkan berjumlah 348,
sedangkan sisa dari perkara masuk dilanjudkan pada tahun 2016.Penyebab
ketidakharmonisanlah tercatat 165 perkara. Maka dari tingginya penyebab
ketidakharmonisanlah yang penyusun jadikan objek penelitian.

265 Agustin  Hanafi, Mengapa Harus Bercerai, Artikel, diakses: http://aceh.tribunnews.
com/2015/12/04/mengapa-harus-bercerai, pada tanggal:15 Desember 2015).
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B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang
bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin.Untuk
mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat data-
data yang mendukung.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
lapangan (field research), dimana penelitian ini langsung melakukan
peninjauan di lapangan serta memperoleh data yang diinginkan, penelitian
di lapanganyang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak
yangmempunyaikapasitasdan sesuaiuntukdijadikansebagainarasumber.?®

C. PEMBAHASAN

1. Perkawinan dalam pandangan fikih
Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu WwSi-zSu =5 yang
mengandung arti nikah atau kawin.?’Perkawinan dalam bahasa Arab disebut
dengan Willyang bermakna sbdldan~=! dan Yi&dJ terkadang juga disebut
dengan geall 5 mall, atau “¥2ll 5 ¢da dllyang bermakna bersetubuh, berkumpul dan
akad.?®® Beranjak dari makna etimologis konteks hubungan biologis. Untuk
lebih jelasnya beberapa definisi diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan
oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut“Akad yang membolehkan terjadinya
al-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wathi’,
dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik

dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”®®
Menurut Imam Hanafi, “nikah adalah akad yang memberi faedah
untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-
laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang
menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.Sedangkan menurut

266 Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
h:n; : l".7 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, Y44+), hlm.
o 268 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989),
him- 29, Wahbah Al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu . . . , hlm. 29.
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Imam Maliki,nikah adalah akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual

dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya.?”
Sementara itu, menurut Imam Syafi’i pengertian nikah secara syara’

ialah:

Artinya: “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap
wath’i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz
yang semakna dengan keduanya.””’

Menurut Imam Hanbali nikah adalah akad yang menggunakan lafaz
inkahyang bermakna tajwizdengan maksud mengambil manfaat untuk
bersenang-senang.?’””Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat
hukum berupa halalnyamelakukan persetubuhan antara laki-laki dengan
perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di
antara keduanya.?”

2. Perkawinan dalam perundang-undangan

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat padaPasal
1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai:“Ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk
keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2
dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah“Pernikahan yaitu
akad yang sangat kuat atau mitsaqganghalidhanuntuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah” Kata miitsaganghalidhanini ditarik
dari firman Allah SWT; yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21:

210 Wahbah Al-Zuhaily, AI-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu . . . Jhlm. 30.
,7; Jalaluddin al-Mahalli, 4/-Mahalli,Juz 111 (Indonesia: Nur Asia, tt), hlm. 206.

22 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz 1V, (t.tp. Dar Thya al-
Turas al-Arabi, 1986), him. 3.

2 Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957),
hlm. 19.
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Artinya:Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan
pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)
dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqanghalidhan).

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat pada pasal
berikutnya yang berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah(tenteram cinta
dan kasih sayang)”.

Daridefinisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-
kitab fikih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama
mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis
saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi
hubungan seksual. Bisanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak
akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu
harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk
menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat
biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena
memenuhi kebutuhan seksualnya.

Tetapi hemat penulis definisi itu tidak sepenuhnya mampu
menggambarkan hakikat perkawinan itu sendiri. Terkesan definisi perkawinan
yang menekankan pada dimensi biologis tidak hanya berdasarkan pertimbangan
bahasa tetapi juga sangat dimungkinkan oleh pertimbangan yang bersifat
subjektif. Sebagaimana yang terlihat nanti banyak sekali konsep-konsep
perkawinan Islam itu sangat biasjender yang menempatkan perempuan dalam
posisi subordinat.*

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan
Menurut M. Yahya Harahap, asas-asas yang dipandang cukup prinsip

21 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,
(Bandung: Mizan, 2001).
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dalam UU Perkawinan adalah:?”

1.

Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat
bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang Perkawinan menampung
dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan
masing-masing.

. Sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman.  Maksud

dariperkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang
menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi,
ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas
sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.

. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.

Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama,
suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi.
Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan
untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu.
Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia
ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga
negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan
hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan
crusial point yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di
samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan
dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami,akan tetapi tetap

terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya
mengizinkannya.

Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi
yang telah matang jiwa dan raganya.

Kedudukan suami-istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik

25 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 10.
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dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.?’®

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip

perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an.?”’

1.

Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang
menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya
sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang
terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak
dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan
dengan syaria’tIslam.

. Prinsip mawaddahwarahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21.
Mawaddahwarahmahadalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh
makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata
untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang
biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha
Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada
surah al-Baqarah: 187.

Gy oty ST g B

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi

mereka.

Ayat ini menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya

dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki
dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena

276 Yahya Harahap,Hukum Perkawinan Nasional . . . ,hlm. 10.
277 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan

Jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-7.
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setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
4. Prinsip mu’asarah bi al-ma’ruf
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-
Nisa’ ayat: 19
EAALST u@u I8 UA}J.M y}gujf;umﬂ \w 5 {&J A2 Y 14T u,.us Lg:\ e
B3 1A O s FALM SECE g Sorall BAgaes . izd whelh (ot 4 ys
FiS s 4 B JaZg

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksadan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
vang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.

Ayat ini memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan
istrinya dengan cara yang ma’ruf. Dalam prinsip ini sebenarnya pesan
utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.?’

E. Faktor Ketidakharmonisan Suami-Istri Sebagai  Penyebab

Perceraiandi Mahkamah Syar’iyah Kelas II Bireuen.

Dalam data yang dirilis setiap bulan dan direkap setiap tahun, Mahkamah
Syariah Kabupaten/Kota dan Propinsi Aceh mengklasifikasikan 14 penyebab
perceraian, yaitu; poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa,
ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan
dihukum, cacat biologis, polotis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada
keharmonisan. Namuntidak begitu jelas bagaimana Mahkamah Syariah
menyusunl4 klasifikasi tersebut sehinggamenjadi format baku pendataan
kasus perceraian di Aceh.

2”8 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami . . . , hlm. 11-17.
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Dari 14 penyebab perceraianyang disebutkan di atas, terdapat satu faktor
penyebab perceraian yaitu ketidakharmonisanyangmasih membutuhkan
penjelasan lanjutan untuk mengklasifikasi faktor penyebab perceraian
agar lebih spesifik. Perkara perceraian yang ada di Mahkamah Syar’iyah
Bireuen dalam tahun 2015 telah diterima sebanyak 440 perkara dan yang
dapat diselesaikan 348 perkara, sedangkan sisa dari jumlah perkara masuk
dilanjutkan pada tahun 2016. Data ini penulis ambil dari data statistik perkara
yang ada dalam laporan tahunan Mahkamah Syar’iyah Kelas II Bireuen.
Adapun rincian perkara perceraian yangmasuk dan putus yang dikabul pada
tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkara perceraian yang masuk dan putus dikabul
Jenis Perkara
No Bulan Masuk Putus Dikabul
Cerai Gugat g:ll::; Cerai Gugat Cerai Talak
1 Januaari 29 7 25 3
2 Februari 28 6 12 2
3 Maret 31 9 25 11
4 April 29 6 21 8
5 Mei 23 12 13 6
6 Juni 32 3 21 4
7 Juli 14 4 16 3
8 Agustus 35 15 27 5
9 September 33 14 28 5
10 Oktober 24 13 26 10
11 November 21 14 35 9
12 Desember 29 10 22 11
Jumlah 328 112 271 77
Masuk 440 Kabul 348
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Berdasarkan data laporan tahunan yang ada di Mahkamah Syar’iyah
Bireuen tahun 2015, perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Bireuen
dilatarbelakangi oleh bermacam faktoryang mempengaruhinya,yaitu:

1. Moral dibagi 3 (tiga): Poligami tidaki sehat, krisis akhlak, cemburu.
2. Meninggalkan kewajiban dibagi 4 (empat): Kawin paksa, ekonomi,
tidak ada tanggungjawab, kawin di bawah umur.
3. Penganiayaan.
4. Cacat biologis.
5. Terus menerus berselisih dibagi 3 (tiga): Politis, gangguan pihak
ketiga, tidak ada keharmonisan.
Tabel 2.
Faktor penyebab terjadinya perceraian tahun 2015
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
MORAL | MENINGGALKAN
KEWAJIBAN TERUS MENERUS
BERSELISIH
20}
= < %] < Z
Z 2 <
2|z |z AEIEA A
S 2 S1ElS18]8 51z =
g 5 Z < 2151 z[z2]¢ < | 2] =
Sz |z|.lz|49lz]z2lElZ2|2|2)2| 2|2]2
&) glzlelalol |zl |E]l=]| & = =
zZ =12 |z z| z | = ARl S| 2 &
= B Z, Z 3 o =
=1 21212 ¢ < |2 & <| © - 2
S [25) = M = E ~ |®) = < <
J M g | & g |z
2 BE Z | £
=+ E. § < a
= ° |
1 2 3lafs|e] 7 8 [o]w|ufr]w| 4 ]i5]is
1 Januari - - - 15 - - 1 - - 2 10 28
2 | Februari | - | - - s |- - -] - AR
3 Maret 1 3 2 - - 13 - - - - - 1 16 36
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4 April 3 10 - 1 - 1 - - 14 29
5 Mei 1 1 7 10 19
6 Juni 5 2 9 1 1 7 25
7 Juli 1 1 4 - - - - - - 12 18
8 Agustus 1 1 11 - 1 2 1 - 2 13 32
9 September 1 3 9 - 1 - 1 - 2 16 | 33
10 Oktober 2 3 12 - - - 1 - - 12 30
11 November 2 1 19 - - 1 - - 1 22 | 46
12 Desember - - 1 - 1 7 - 1 - - - 2 21 33
JUMLAH 13 12 |1 5 0 15 113 0 4 5 5 0 11 165 | 348

Sumber data: Laporan tahunan Mahkamah Syar’iyah Bireuen.?”

Berdasarkan data laporan tahunan Mahkamah Syar’iyah Bireuen tahun
2015, perceraian yang sering ditemukan adalah percekcokan dan perselisihan
terus menerussehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

F. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus
Perkara Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Dalam Rumah

Tangga

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memutus perkara
perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan, penulis akan terlebih
dahulu memaparkan temuan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan
hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam
putusannya antaralain:

1. Dalam putusan perkara cerai talak Nomor 0300/Pdt.G/2015/MS Bir.

Dari bukti pemohon serta keterangan kedua orang saksi tersebut
majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

a. Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri

nikah sah, pernikahan terjadi pada tanggal 01 Mei 2009, dan

2% Data laporan tahunan Mahkamah Syar’iyah Kelas II Bireuen, tahun 2015.
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dalam perkawinannya belum dikaruniai anak.

b. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan termohon tidak
harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, yang penyebabnya karena termohon tidak bersedia
tinggal di rumah Pemohon di Desa Panton, Kecamatan Nisam,
Kabupaten Aceh Utara untuk mengurus pemohon, karena
pemohon saat ini sudah sakit-sakitan.

c. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama
tiga bulan yang lalu.

d. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga dan aparat
desa namun tidak berhasil.

Dari fakta tersebut diatas, karena termohon tidak mengajukan
bantahannya, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon telah
terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 . Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga fakta tersebut telah dapat menjadi alasan perceraian,
maka permohonan pemohon patut dipertimbangkan, dari pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai rumah tangga pemohon dengan
termohon sudah pecah dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan
sebagaimana maksud Al-Qur’an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud oleh karena itu majelis
menilai tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara pemohon dan termohon
di pertahankan bahkan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar, sesuai
dengan kaidah usul figih yang berbunyi sebagai berikut:

Flall (e s pioil) 45
Artinya: “Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil
kemaslahatan™

Juga dalam hal ini permohonan pemohon telah sejalan pula dengan
firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang Artinya: Dan jika
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suami telah berketetapan hati untuk menthalak isterinya, maka Allah Maha
Mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut, majelis
hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon harus dinyatakan
telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal
dan juga syarat materil serta beralasan hukum sesuai dengan ketentuan
pasal tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai
dengan Termohon dapat diterima untuk dikabulkan secara Verstek, kemudian
seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam ketentuan agama berhak
menerima muth’ah, kiswah dan nafkah ‘iddah dalam hal isteri tidak nusyuz,
meski termohon tidak menuntut haknya karena termohon tidak pernah adir
hadir di persidangan, pemohon menyatakan tetap akan memberikan nafkah
iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga rarus ribu rupiah) kepada termohon, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon
dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp.
300.000,- (tiga rarus ribu rupiah).

2. Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 0242/Pdt.G/2015/MS Bir

Berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik

penggugat, duplik tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah yang
menikah pada tahun 2002 dan dari perkawinan mereka telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak.

b. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi
perselisihan dan percekcokan yang disebabkan tergugat menikah
dengan wanita lain bahwa antara penggugat dan tergugat sudah
pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan
sekarang.

c. Bahwaterhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat
telah diusahakan perdamaian oleh aparat desa dan keluarga, namun
tidak berhasil.
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Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan
di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan
salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun.Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur
yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai
gugat yaitu:

a. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun.

c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak
berhasil.

Unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan
mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat
dengan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat dipandang telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Beberapa hal yang penulis lihat dan amati dalam duduk perkara
perceraian faktor ketidakharmonisan yang dilihat berdasarkan perselisihan
terus menerussaling berkaitan dengan semua faktor-faktor lain. Faktor pemicu
ketidakharmonisanyang melatarbelakangipenyebab terjadinya perceraian
dalam rumah tangga di wilayah hukum Mahkamah Sya’iyah Bireuen sebagai
berikut:

1. Motif yang berbeda antara suami dan istri.Bagi suami, atau disebut
juga dengan cerai talak, hal ini sebagai penyebab utama perceraian
yang mereka lakukan dilatarbelakangi oleh:

a) karena suami ingin berpoligami tapi sulit diwujudkan.
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b) karena suami ingi ganti pasangan.

c) karena suami tidak memiliki ketetapan pendirian dalam
melaksanakan perjanjian kesepakatan perkawinan yang telah
dIbuat sebelum menikah.

d) karena suami tidak memiliki ketegasan dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pemimpin keluarga.

e) karena suami tidak memilki kesadaran diri, sehingga sulit
merasakan akibat perilaku yang merugikan pasangannya.

Adapun cerai gugat, penyebab utama perceraian:

a) karenaistri ingi ganti pasangan sebagai ungkapan perasaan
dendam pada suami yang berganti-ganti teman wanita.

b) karena istri memilki sikap mudah terpengaruh sehingga
tidak konsisten dalam merealisasikan kesepakatan perjanjian
perkawinan yang telah dIbuat sebelum menikah.

c) karenaistri tidak mandiri dalam melaksanakan fungsi dan
perannya sebagai istri dan Ibu rumah tangga.

d) karenaistri gagal merealisasikan sikap saling menghargai di
antara suami-istri dalam kehidupan sehari-hari.

2. Terungkapnya motif yang melatarbelakangi perceraian menurut
pemahaman suami maupun istri, ternyata menimbulkan tindakan
yang mengkondisikan terjadinya perceraian. Tindakan tersebut bisa
dianggap sebagai sesuatu yang mendahului perceraian (antecedent).
Sedikitnya ditemukan lima faktor kondisional yakni:

a) Tindakan ketersembunyian, yang meliputi nikah sembunyi-
sembunyi, menyembunyikan kebijakan dalam mengatur rumah
tangga, dan menyembunyikan cacat sebelum menikah.

b) Tindakan melanggar kesepakatan perjanjian perkawinan yang
telah dIbuat sebelum menikah.

c) Tindakan kekerasan dan penganiayaan yang merugikan
pasangan.
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d) Tindakan intervensi yang dilakukan oleh orang tua kedua belah
pihak.

e) Tindakan krisis akhlak, yakni perselingkugan dan pecandu yang
sulit sembuh.

3. Faktor yang mendorong terjadinya perceraian berbeda juga antara
suami-istri. Bagi suami atau disebut juga dengan cerai talak
ditemukan motif:

a) Untuk memberi sanksi pada pasangannya.

b) Untuk menebus kesalahan yang telah merugikan pasangannya.

¢) Untuk menyelesaikan masalah yang sulit ditemukan jalan
keluarnya.

d) Untuk mendapatkan kebebasan pribadinya, yang dianggap telah
hilang selama kehidupan bersama dalam keluarga.

Sedangkan bagi istri atau disebut juga dengan cerai gugat, motif yang

mendorong untuk bercerai adalah:

a) Untuk balas dendam.

b) Untuk mendapatkan kejelasan status.

¢) Untuk memperoleh ketenangan.

d) Untuk membebaskan dirinya dari tipuan dan tuduhan yang tidak
beralasan.

4. Perceraian menunjukkan kecendrungan yang berbeda antara
pemahaman suami dengan pemahaman istri. Bagi suami makna
perceraian antara lain:

a) bahwaperceraianadalahsuatuupayauntukmempertahankanharga
diri di hadapan keluarga dan terhadap masyarakat pada umumnya.

b) perceraian sebagai upaya untuk memutuskan hubungan dengan
orang yang menghambat dirinya memperoleh kebebasan pribadi.

c) perceraian sebagai jalan yang efektif untuk menyelesaikan
masalah yang berkelanjutan.

d) perceraian merupakan perpisahan sementara saja.
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Sedangkan istri memaknai perceraian sebagai berikut:
a) perceraian adalah upayauntuk menyalurkan emosi ketidakpuasan
terhadap sikap suami yang secara langsung merugikan istri.
b) perceraian adalah suatu upaya untuk melepaskan diri dari
penderitaan lahir batin.
¢) perceraian merupakan perpisahan sementara saja.
d) perceraian merupakan akibat kegagalan saling menghargai.

G. Kesimpulan

Daripembahasan yang telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya,

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum
Mahkamah Syar’iyah Bireuen semua faktor perceraian baik itu karena
pertengkaran dan perselisihan terus menerus, merupakan bagian
dari ketidakharmonisan dalam rumahtangga yang menyebabkan
rumahtangga itu pecah sehingga pasangan suami-istri tidak dapat untuk
disatukan lagi. Hanya saja kurang tepat dalam mengklasifikasikan
alasan-alasan perceraian dalam standar pelaporannya, yang seharusnya
faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidak dijadikan sebagai
alasan perceraian secara tersendiri, karena bukan merupakan alasan
pereceraian sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Lebih
dari itu ternyata Mahkamah Syar’iyah Bireuen berpegang pada
sistem pelaporan perkara pada Aplikasi Sistem Administrasi Perkara
Pengadilan Agama (SIADPA) dan koordinir langsung oleh Badan
Peradidan Agama (BADILAG) dibawah Mahkamah Agung RI.

Dalam menerapkan hukum mengenai penerapan alasan-alasan
perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, majelis hakim telah mengkonstitusi fakta-
fakta hukum mengenai alasan-alasan perceraian tersebut yang
bermuara atau berujung kepada telah terjadinya ketidakharmonisan
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dalam rumah tangga suami-istri sehingga tidak terwujud lagi rumah
tangga yang harmonis atau sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai
mana yang dikehendaki dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21
dan Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum
Islam.
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